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ABSTRAK

NIB (Nomor Induk Berusaha) adalah nomor identitas bagi sebuah perusahaan. Fungsi NIB meng-
gantikan beberapa izin sebelumnya, yaitu TDP (Tanda Daftar Perusahaan), APl (Angka Pengenal Im-
por), dan akses kepabeanan. NIB tidak saja mempermudah badan untuk mendapat izin resmi atau
legalitas tapi juga memiliki banyak manfaat untuk proses mengelola usaha dalam jangka panjang.
Dengan NIB, setiap pelaku usaha dengan bentuk badan usaha/non badan usaha memiliki nomor
identitas nasional sebagai pengenal. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk mening-
katkan pengetahuan dan ketrampilan warga Sembungharjo terhadap pentingnya Nomor Induk Be-
rusaha (NIB) dalam meningkatkan ketahanan ekonomi. Kegiatan pengabdian dilaksanakan melalui
metode focus grup discussion, penyuluhan. Praktek, pendampingan serta evaluasi kegiatan. Partisi-
pasi dan antusiasme warga Sembungharjo dalam kegiatan ini sangat baik, kelompok mitra berkontri-
busi aktif dalam pengadaan keperluan pelatihan serta aktif berbagi pengalaman terhadap penting-
nya Nomor Induk Berusaha (NIB) dalam meningkatkan ketahanan ekonomi. Dampak dari kegiatan
penyuluhan mampu meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan warga Sembungharjo terhadap
pentingnya Nomor Induk Berusaha (NIB) dalam meningkatkan ketahanan ekonomi. Kegiatan penyu-
luhan terhadap pentingnya Nomor Induk Berusaha (NIB) dapat meningkatkan ketahanan ekonomi
di Kelurahan Sembungharjo juga untuk pengembangan usaha lebih cepat dan bebas gangguan serta
memudahkan pinjaman untuk pembiayaan perusahaan dan diharapkan dapat berkelanjutan.

Kata Kunci : Ketahanan Ekonomi, NIB, Pelaku Usaha.

ABSTRACT

NIB (Business Identification Number) is an identity number for a company. The NIB function
replaces several previous permits, namely TDP (Company Registration), APl (Import Identification
Number), and customs access. NIB not only makes it easier for agencies to obtain legal permits or
legality but also has many benefits for the long-term business management process. With NIB, every
business actor in the form of a business entity / non-business entity has a national identity num-
ber as identification. This community service activity aims to increase the knowledge and skills of
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Sembungharjo residents on the importance of a Business Identification Number (NIB) in increasing
economic resilience. Community service activities are carried out through the focus group discussion
method, outreach. Practice, mentoring and activity evaluation. The participation and enthusiasm of
the residents of Sembungharjo in this activity was very good, the partner group actively contributed
in the procurement of training needs and actively shared experiences on the importance of Business
Identification Number (NIB) in increasing economic resilience. The impact of extension activities was
able to increase the knowledge and skills of Sembungharjo residents on the importance of Business
Identification Number (NIB) in increasing economic resilience. Outreach activities on the importance
of a Business Identification Number (NIB) can increase economic resilience in Sembungharjo Village
as well as for faster and hassle-free business development and to facilitate loans for corporate fi-

nancing and are expected to be sustainable.

Keywords: Economic Resilience, NIB, Business Actors.

Pendahuluan

NIB (Nomor Induk Berusaha) adalah nomor
identitas bagi sebuah perusahaan. Fungsi NIB
menggantikan beberapa izin sebelumnya, yaitu
TDP (Tanda Daftar Perusahaan), API (Angka Pen-
genal Impor), dan akses kepabeanan. NIB tidak
saja mempermudah badan untuk mendapat izin
resmi atau legalitas tapi juga memiliki banyak
manfaat untuk proses mengelola usaha dalam
jangka panjang. Dengan NIB, setiap pelaku usa-
ha dengan bentuk badan usaha/non badan us-
aha memiliki nomor identitas nasional sebagai
pengenal.

1. Analisis Situasi

Wilayah Kecamatan Genuk Kota Semarang,
luas lahan wilayah seluas +/-2.798,4 Ha dengan
jumlah penduduk sebesar 97.534 jiwa dengan
jumlah penduduk laki-laki 49.075 jiwa dan jum-
lah penduduk perempuan sebesar 48.459 jiwa.
Jumlah penduduk tertinggi terletak di Kelurahan
Genuksari, Kelurahan Bangetayu Kulon dan Kelu-
rahan Karangroto dengan jumlah penduduk dia-
tas 10.000 jiwa dengan jumlah penduduk laki-la-
ki lebih banyak daripada perempuan. Banyaknya
jumlah penduduk dapat menunjukkan tingkat
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kekumuhan suatu wilayah dikarenakan sema-
kin padatnya penduduk dan bangunan tersebut
maka semakin padat aktivitas dan kebutuhan
sarana dan prasarana dikawasan tersebut. Keca-
matan Genuk terdiri dari 82 RW dan 528 RT.
Adapun batas administrasi Kecamatan Genuk
adalah sebagai berikut :
Sebelah Utara
Sebelah Selatan
Sebelah Timur
Sebelah Barat
Kecamatan Genuk terdiri dari 14 Kelurahan

: Laut Jawa.

: Kec. Pedurungan
: Kab. Demak.

: Kec. Gayamsari.

dengan wilayah sebesar 2.798,4 Ha. Dengan rin-
cian penggunaan lahan adalah sebagai kawasan
permukiman, kawasan industry dan kawasan
lain. Kawasan lain berupa tambak kawasan pen-
didikan, kawasan kesehatan, kawasan periba-
datan, kawasan perdagangan dan sebagainya.
Dari 14 kelurahan yang ada di Kecamatan
Genuk hampir sebagian kelurahannya mer-
upakan kawasan permukiman kumuh. Beber-
apa kelurahan yang merupakan kawasan per-
mukiman kumuh diantaranya adalah kelurahan
Trimulyo, Kelurahan Banjardowo, Kelurahan Ter-
boyo Wetan, Kelurahan Terboyo Kulon, Kelurah-
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an Karangroto dan Kelurahan Genuksari.

Kawasan permukiman kumuh yang ada di 6
Kelurahan yang ada di Kecamatan Genuk ditand-
ai dengan beberapa hal diantaranya adalah:

a). Minimnya Ketersediaan Sarana Prasarana,
dapat dilihat dari banyaknya titik-titik atau
lokasi sampah berserakan yang ada di seki-
tar permukiman, baik yang ada di lahan
kosong maupun disaluran drainase. Selain
itu banyaknya industri yang ada di kawasan
tersebut membuat sanitasi yang ada di ka-
wasan terbilang buruk, akibat banyaknya
limbah yang dibuang ke saluran sungai dan
drainase, sehinggaa berwarna keruh dan
menimbulkan bau yang tidak sedap. Hal ini
memperlukan perhatian lebih dari pemer-
intah untuk segera memberi solusi terbaik,
sehingga dapat menyejahterakan kehidupan
warga masyarakat yang bertempat tinggal
dan bermata pencaharian di kawasan per-
mukiman Genuk tersebut.

b). Kondisi Bangunan Rumah yang Tidak Layak.

Menurut Kustur (2001) permukiman tidak
teratur adalah perumahan dengan tata letak
bangunan yang tidak teratur, kurang teren-
cana, terbentuk dan berkembang tidak se-
laras dengan pola jaringan jalan yang telah
ada, serta tidak dilengkapi dengan prasa-
rana dan sarana lingkungan yang layak dan
memadai. Meskipun sebagian besar rumah
yang menjadi lokasi observasi sebagian be-
sar sudah merupakan rumah permanen, na-
mun demikian banyak bangunan yang dapat
dikatakan tidak layak huni, sebab : 1). Jarak
antar bangunan satu dengan bangunan lain
terlalu dekat. 2) Koefisien bangunan yang
hampir semua 100% sehingga tidak ada area
open space 3). Ukuran bangunan yang ter-

lalu kecil 4). Tidak terhubung dengan jalan
5) Serta kondisi bangunan yang sudah tidak
memungkinkan untuk ditempat tinggali.

c). Rendahnya Tingkat Ekonomi Masyarakat

Kondisi ekonomi yang ada merupakan salah
satu faktor yang menimbulkan permukiman
sebab
rendahnya penghasilan biasanya juga dipen-

kumuh, hal tersebut berkaitan
garuhi oleh tingkat pendidikan serta kualitas
SDM yang ada. Rata-rata mata pencaharian
penduduk yang ada di Kecamatan Genuk

adalah sebagai buruh industry.

2. Tujuan dan Manfaat

Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertu-
juan dan memberikan manfaat untuk mening-
katkan pengetahuan dan ketrampilan warga
Sembungharjo  terhadap pentingnya Nomor
Induk Berusaha (NIB) dalam meningkatkan

ketahanan ekonomi.

3. Landasan Teori

Sejak pemerintah memberlakukan sistem
Online Single Submission (OSS), para pelaku
usaha wajib memiliki Nomor Induk Berusaha
(NIB) jika ingin mengurus perizinan usaha mer-
eka melalui (Online Single Submission) OSS atau
perizinan berusaha secara elektronik.

a. Pengertian NIB

NIB atau Nomor Induk Berusaha adalah
identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh
Lembaga OSS setelah pelaku usaha melaku-
kan pendaftaran. OSS merupakan pintu ger-
bang satu-satunya untuk semua bentuk pe-
rusahaan yang akan mengajukan izin usaha
di Indonesia.

Baik perusahaan lokal (PT PMDN) atau
penanaman modal asing (PT PMA); perusa-
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haan berbentuk perorangan, badan usaha
atau badan hukum; atau usaha mikro, kecil,
menengah, atau besar. Pengecualiannya ada-
lah untuk kegiatan usaha di sektor keuangan,
pertambangan, minyak dan gas bumi.

Pasal 1 poin 11 Peraturan Pemerintah No-
mor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Per-
izinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektron-
ik (“PP 24 tahun 2018, selanjutnya disebut
PP tentang 0SS”) disebutkan bahwa lemba-
ga 0SS adalah lembaga pemerintah non ke-
menterian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang koordinasi penana-
man modal.

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik atau OSS merupakan perizinan
berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga
0SS untuk dan atas nama menteri, pimpinan
lembaga, gubernur, atau bupati/walikota ke-
pada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik
yang terintegrasi.

Fungsi NIB

NIB ini juga berfungsi sebagai Tanda Daft-
ar Perusahaan (TDP). Angka Pengenal Impor
(API1), dan Akses Kepabeanan jika pelaku us-
aha akan melakukan kegiatan ekspor dan/
atau impor. Hal tersebut diatur dalam Pera-
turan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 ten-
tang Pelayanan Perizinan Berusaha Integrasi
Secara Elektronik.

NIB ini berbentuk atas 13 (tiga belas)
digit angka acak yang diberi pengaman dan
disertai dengan Tanda Tangan Elektronik se-
bagai identitas berusaha dan digunakan oleh
pelaku usaha untuk mendapatkan Izin Usaha
dan Izin Komersial atau Operasional.

Pelaku usaha yang telah mendapatkan
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NIB sekaligus terdaftar sebagai peserta ja-
minan sosial kesehatan dan jaminan sosial
ketenagakerjaan. Jika pelaku usaha akan
mempekerjakan tenaga kerja asing, pelaku
usaha harus mengajukan pengesahan Ren-
cana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPT-
KA). NIB wajib dimiliki pelaku usaha yang
ingin mengurus perizinan berusaha melalui
0SS, baik usaha baru maupun usaha yang
sudah berdiri sebelum operasionalisasi OSS.

Jangka Waktu Berlakunya NIB

NIB ini akan berlaku selama pelaku us-
aha menjalankan usaha dan kegiatannya
sesuai dengan ketentuan perundang-un-
dangan yang berlaku. NIB akan dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Lembaga
0SS apabila pelaku usaha melakukan usaha
dan/atau kegiatan yang tidak sesuai dengan
NIB dan atau dinyatakan batal atau tidak
sah berdasarkan putusan pengadilan yang
berkekuatan hukum tetap.

Proses untuk melakukan pengurusan NIB
tidak sulit, hanya membutuhkan waktu seki-
tar 30 menit. Selain itu, sewaktu mengurus
NIB, pelaku usaha juga akan memperoleh
dokumen lainnya terkait pendaftaran usaha,
yaitu :

1). NPWP Badan atau Perorangan (jika
pelaku usaha belum memilikinya)

2). Surat Pengesahan Rencana Penggunaan
Tenaga Kerja Asing (RPTKA)

3). Bukti Pendaftaran Kepesertaan BPJS
Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan

4). Notifikasi Kelayakan untuk memperoleh
fasilitas fiskal dan/atau Izin Usaha, mis-
alnya untuk Izin Usaha di Sektor Perda-
gangan (Surat Izin Usaha Perdagangan
atau SIUP).
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d. Prosedur Pengurusan NIB Tahapan yang harus ditempuh adalah se-

Prosedur untuk mendapatkan NIB, para
pelaku usaha wajib untuk mendaftar melalui
0SS dan tidak dipungut biaya apa pun. Lang-
kah yang harus ditempuh untuk mendapat-
kan NIB yaitu :

Pertama-tama, pelaku usaha harus memi-
liki akun OSS. Untuk membuat akun OSS,
pelaku usaha harus menyiapkan dokumen
sebagai berikut :

1). Memiliki NIK dan memasukkannya da-
lam proses pembuatan user-ID. Khusus
untuk pelaku usaha berbentuk badan
usaha, Nomor Induk Kependudukan
(NIK) yang dibutuhkan adalah NIK Pen-
anggung Jawab Badan Usaha.

2). Pelaku usaha badan usaha berbentuk
PT, badan usaha yang didirikan oleh
yayasan, koperasi, CV, firma, dan perse-
kutuan perdata menyelesaikan proses
pengesahan badan usaha di Kemente-
rian Hukum dan HAM melalui AHU On-
line, sebelum mengakses OSS.

3). Pelaku usaha badan usaha berbentuk
perum, perumda, badan hukum lain-
nya yang dimiliki oleh negara, badan
layanan umum atau lembaga penyiaran
menyiapkan dasar hukum pembentukan
badan usaha.

Adapun Prosedur Pengurusan NIB adalah:

1). Pastikan uraian maksud dan tujuan di
akta pendirian sesuai dengan KBLI 2017

2). Pastikan laporan pajak pemilik atau pen-
anggung jawab perusahaan sudah rapi

3). Pastikan tempat usaha sudah memiliki
Izin Lokasi dan IMB

4). Pastikan kegiatan usaha yang dijalankan
tidak berdampak pada lingkungan

bagai berikut :

Membuat akun OSS melalui laman Online
Single Submission di www.0ss.go.id/oss/.
Klik “Daftar” yang ada di pojok kanan atas
lalu isi data diri yang tertera. Setelah proses
pendaftaran telah dilewati, lakukan aktivasi
melalui e-mail yang telah dikirimkan dengan
cara buka email pemohon, klik tombol akti-
vasi untuk mengaktifkan akun OSS.

Masuk ke akun OSS dan mengisi data.
Masuk kembali pada laman OSS di www.oss.
go.id/oss/ untuk masuk ke akun pemohon.
Username diisi dengan email dan password
diisi dengan password yang dikirim melalui
email saat aktivasi akun. Klik ‘Perijinan
Mikro” pada menu di sisi kiri, lalu klik ‘Pen-
gajuan Baru’. Isi semua data pribadi dan data
mengenai perusahaan pemohon yang dibu-
tuhkan seperti : Nama usaha, Sektor usaha,
Bidang/Kegiatan usaha, Sarana usaha yang
digunakan, Alamat usaha (Provinsi, Kabupat-
en/Kota, Kecamatan, Kelurahan/Desa), Sta-
tus tempat usaha, Jumlah tenaga kerja, dan
Perkiraan hasil penjualan per tahun. Selan-
jutnya, klik tombol ‘Simpan Data’.

Unduh Nomor Induk Berusaha (NIB) den-
gan cara klik ‘Simpan dan Lanjutkan’ data
usaha yang telah dilengkapi. Klik data usaha,
lalu klik lagi tombol ‘Proses NIB'. lkuti lang-
kah selanjutnya, lalu klik tombol ‘NIB” untuk
menerbitkan NIB.

Portal Informasi Indonesia memaparkan
0SS digunakan untuk mengurus izin berusa-
ha dengan karakteristik sebagai berikut :

1). Berbentuk badan usaha maupun pero-
rangan; usaha mikro, kecil, menengah
maupun besar.
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2). Usaha perorangan/badan usaha baik

yang baru maupun yang sudah berdiri
sebelum operasionalisasi OSS.

3). Usaha dengan modal yang seluruhnya

berasal dari dalam negeri, maupun ter-
dapat komposisi modal asing.
Agar proses mendapatkan NIB dan izin

usaha melalui OSS bisa lebih mudah, perha-

tikan langkah-langkah :
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1). Pastikan uraian maksud dan tujuan di

akta pendirian sesuai dengan KBLI 2017

Poin ini berlaku untuk akta pendirian
dan perubahannya (bila ada). Untuk pe-
rusahaan yang baru berdiri atau didiri-
kan setelah OSS berlaku, pastikan di akta
pendirian pada bagian maksud dan tujuan
uraian bidang usahanya sesuai dengan
KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha In-
donesia) 2017.

Problem yang sering dialami saat pengi-
sian OSS untuk mendapatkan NIB dan izin
usaha adalah di bidang usaha tidak mun-
cul uraian sebagaimana yang tercantum
di akta pendirian dan perubahannya di
bagian maksud dan tujuan. Kalau ini yang
dialami maka sangat mungkin uraian mak-
sud dan tujuannya belum sesuai dengan
KBLI 2017. Artinya, perusahaan tersebut
harus melakukan perubahan maksud dan
tujuan, disesuaikan dengan KBLI 2017.

Sistem yang dikelola OSS telah terinte-
grasi dengan sistem di Direktorat Jenderal
Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU)
di Kemenkumham.

Sebelum masuk di proses OSS untuk
mendapatkan NIB dan Izin Usaha, baik pe-
rusahaan berbentuk badan usaha seperti
CV dan Firma atau badan hukum misalnya

Perseroan Terbatas (PT), harus menyele-
saikan prosesnya di Ditjen AHU.

Untuk PT, akta pendiriannya harus
mendapat SK pengesahan dari Menteri
Hukum dan HAM. Sementara CV dan Firma
harus mendapat Surat Keterangan Terdaft-
ar dari Menteri Hukum dan HAM. Seperti
yang kita tahu, Maksud dan Tujuan peru-
sahaan tercantum di akta pendirian. Hal
yang sama berlaku untuk perusahaan yang
sudah berdiri sebelum berlakunya OSS.

2). Pastikan laporan pajak pemilik atau pen-

anggung jawab perusahaan sudah rapi

Salah satu cara Direktorat Jenderal Pa-
jak mendongkrak angka kepatuhan wa-
jib pajak adalah dengan mengeluarkan
program Konfirmasi Status Wajib Pajak
(KSWP). Sama halnya dengan sistem di
Ditjen AHU, saat ini KSWP telah terinte-
grasi dengan sistem OSS. Sehingga apabila
KSWP pemilik, penanggungjawab, atau-
pun pihak yang namanya tertera pada akta
pendirian perusahaan tidak valid maka
sistem OSS dapat mendeteksinya.

Akibat dari KSWP dinyatakan tidak val-
id adalah kamu tidak dapat melanjutkan
proses pengajuan izin usaha melalui OSS.
KSWP dinyatakan valid apabila :

Nama wajib pajak dan NPWP sesuai
dengan data dalam sistem informasi Direk-
torat Jenderal Pajak.

Telah menyampaikan Surat Pemberi-
tahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan
untuk 2 (dua) Tahun Pajak terakhir yang
sudah menjadi kewajiban Wajib Pajak se-
suai dengan ketentuan peraturan perun-
dang-undangan.

3). Pastikan tempat usaha sudah memiliki
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Izin Lokasi dan IMB

Permasalahan lain yang sering dialami
pelaku usaha saat memproses NIB dan izin
usaha di OSS adalah adanya status “izin us-
aha belum berlaku efektif”. Status “belum
berlaku efektif” dirasa menyulitkan karena
saat mereka berhubungan dengan pihak
lain misalnya untuk melakukan transaksi
bisnis, membuka rekening perusahaan,
maka status tersebut akan dipertanyakan.

Salah satu penyebab adanya status izin
usaha belum berlaku efektif adalah be-
lum melakukan pemenuhan komitmen
prasarana dasar yakni izin lokasi, izin lokasi
perairan, izin lingkungan, dan IMB.

Dengan kata lain kalau lokasi yang di-
jadikan tempat usaha sudah memiliki
prasarana dasar, maka kamu tidak perlu
membuat komitmen di sistem OSS untuk
mengurus izin-izin tersebut. Sebab men-
gurus izin lokasi dan izin lain lain terkait
prasarana dasar akan memakan waktu
yang cukup panjang.

Kalau lokasi yang dijadikan tempat us-
aha sudah memiliki izin yang berkaitan
dengan prasarana dasar, kamu hanya perlu
upload izin tersebut ke dalam sistem OSS.
Lebih mudah, kan?

4). Pastikan kegiatan usaha yang dijalankan
tidak berdampak pada lingkungan
Sebagaimana disebutkan diatas, izin
lingkungan adalah satu dari empat prasa-
rana dasar yang harus dipenuhi untuk
mendapatkan izin usaha.

Salah satu prasyarat dari terbitnya lzin
Usaha adalah lzin lingkungan yang mer-
upakan izin yang diberikan kepada Pelaku
Usaha yang melakukan usaha yang wajib

Amdal dalam rangka perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup sebagai
prasyarat memperoleh izin usaha dan/

atau kegiatan.

Izin lingkungan yang dimaksud adalah
dalam bentuk dokumen Amdal atau UKL-
UPL. Di PP tentang OSS diatur bahwa bila
kegiatan usaha kamu tergolong mikro dan
kecil, maka tidak wajib memiliki UKL-UPL
dan Amdal.

4. Metode/Aplikasi

Kegiatan pengabdian dilaksanakan melalui
metode focus grup discussion, penyuluhan.
Praktek, pendampingan serta evaluasi kegiatan.
Partisipasi dan antusiasme warga Sembungharjo
dalam kegiatan ini sangat baik, kelompok mitra
berkontribusi aktif dalam pengadaan keperluan
pelatihan serta aktif berbagi pengalaman terh-
adap pentingnya Nomor Induk Berusaha (NIB)
dalam meningkatkan ketahanan ekonomi.

5. Hasil,Pembahasan, Dampak

Dampak dari kegiatan penyuluhan mampu
meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan
warga Sembungharjo terhadap pentingnya No-
mor Induk Berusaha (NIB) dalam meningkat-
kan ketahanan ekonomi. Kegiatan penyuluhan
terhadap pentingnya Nomor Induk Berusaha
(NIB) dapat meningkatkan ketahanan ekonomi
di Kelurahan Sembungharjo juga untuk pengem-
bangan usaha lebih cepat dan bebas gangguan
serta memudahkan pinjaman untuk pembiayaan
perusahaan dan diharapkan dapat berkelanju-

tan.

6. Penutup

1. Proses untuk melakukan pengurusan NIB ti-
dak sulit, hanya membutuhkan waktu seki-
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tar 30 menit, tetapi banyak pelaku usaha
belum mengetahui tentang NIB, bagaimana
cara pengurusannya dan apa manfaatnya.
Oleh karena itu, kegiatan pengabdian mas-
yarakat ini sangat bermanfaat khususnya
bagi warga Sembungharjo dalam rangka un-
tuk pengembangan usahanya agar menjadi
lebih maju dan berkembang dan diharapkan
akan meningkat perekonomian masyarakat
Sembungharjo dan sekitarnya.

2. Kegiatan penyuluhan ini mampu meningkat-
kan pengetahuan dan ketrampilan warga
Sembungharjo terhadap pentingnya Nomor
Induk Berusaha (NIB) dalam meningkatkan
ketahanan ekonomi, untuk pengembangan
usaha lebih cepat dan bebas gangguan serta
memudahkan pinjaman untuk pembiayaan
perusahaan dan diharapkan dapat berkelan-
jutan.
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